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ABSTRAK 

Restitusi, sebagai mekanisme pemulihan hak dalam hukum perdata, 

memegang peranan penting dalam memberikan keadilan bagi pihak yang 

dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep 

restitusi dalam hukum perdata, termasuk dasar hukum, unsur-unsur, dan 

ruang lingkupnya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implementasi 

restitusi dalam praktik hukum perdata di Indonesia, dengan fokus pada 

tantangan dan hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan 

adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus dan analisis 

perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi merupakan 

mekanisme yang efektif dalam memulihkan kerugian materiil dan immateriil 

yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Namun, implementasinya 

masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman hakim 

dan penegak hukum mengenai konsep restitusi, serta kesulitan dalam 

menentukan besaran restitusi yang adil. Penelitian ini merekomendasikan 

perlunya peningkatan pemahaman mengenai restitusi di kalangan hakim dan 

penegak hukum, serta pengembangan pedoman yang lebih jelas mengenai 

penentuan besaran restitusi. 

Kata kunci: Restitusi; Hukum perdata; Pemulihan hak  

 

ABSTRACT 

Restitution, as a mechanism for restoring rights in civil law, plays an 

important role in providing justice for the injured party. This research aims 

to examine in depth the concept of restitution in civil law, including the legal 

basis, elements and scope of its scope. Apart from that, this research also 

analyzes the implementation of restitution in civil law practice in Indonesia, 

with a focus on the challenges and challenges faced. The research method 

used is normative juridical, with a case study approach and comparative 

analysis. The research results show that restitution is an effective mechanism 

in recovering material and immaterial losses arising from unlawful acts. 

However, its implementation still faces various obstacles, such as a lack of 

understanding by judges and law enforcers regarding the concept of 

restitution, as well as difficulties in determining a fair amount of restitution. 

This research recommends the need to increase understanding of restitution 
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among judges and law enforcers, as well as developing clearer guidelines 

regarding determining the amount of restitution. 

Keywords: Restitution; Civil law; Restoration of rights 

 

PENDAHULUAN 

Dalam lanskap hukum perdata modern, restitusi menjelma sebagai 

instrumen vital dalam mewujudkan keadilan restoratif, sebuah paradigma 

yang menekankan pada pemulihan kondisi korban dan hubungan yang 

terganggu akibat perbuatan melawan hukum (Zehr, 2002). Restitusi tidak 

hanya sekadar penggantian kerugian secara materiil, tetapi juga mencakup 

dimensi psikologis dan sosial yang bertujuan mengembalikan korban pada 

keadaan semula (Muladi, 2002). Di Indonesia, prinsip restitusi telah diakui 

dalam berbagai ketentuan hukum, seperti KUHPerdata, Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. Namun, belum adanya kodifikasi khusus menyebabkan praktik 

restitusi kerap mengalami disparitas interpretasi dan ketidakpastian hukum. 

Di Indonesia, meskipun prinsip restitusi telah diakui dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi 

tantangan signifikan. Ketiadaan kodifikasi yang komprehensif mengenai 

restitusi menyebabkan disparitas interpretasi dan penerapan di kalangan 

praktisi hukum. Hal ini diperparah dengan kompleksitas pembuktian kerugian 

dan penentuan besaran restitusi yang adil, yang seringkali menjadi 

penghalang bagi pemulihan hak korban (Subekti, 2007). Pengaturan 

mengenai restitusi dalam hukum perdata masih belum optimal. Meskipun 

terdapat beberapa ketentuan yang tersebar dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, belum ada kodifikasi yang komprehensif mengenai 

konsep dan implementasi restitusi. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

perbedaan interpretasi dan penerapan restitusi dalam praktik hukum. 

Di tengah kompleksitas dinamika hukum nasional dan global, 

munculnya bentuk-bentuk baru perbuatan melawan hukum akibat 

perkembangan teknologi turut memperluas ruang lingkup dan urgensi 

restitusi (Galanter, 1981). Selain itu, pendekatan hukum yang semata-mata 

berorientasi pada penghukuman semakin ditinggalkan, bergeser menuju 



Volume 9, Nomor  1, Januari-Juli 2025   CERMIN : JURNALPENELITIAN  

P-ISSN  2580 – 7781  
E-ISSN  2615 – 3238 

340 
 

pendekatan keadilan restoratif yang lebih humanis dan partisipatif 

(Braithwaite, 2002). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang konsep 

dan praktik restitusi secara lebih menyeluruh, baik dari sisi normatif, historis, 

maupun sosiologis. Kajian ini menjadi krusial mengingat restitusi dapat 

berperan sebagai sarana strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang 

inklusif dan berpihak pada korban (UNODC, 2020). Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep dan 

implementasi restitusi dalam hukum perdata Indonesia, sekaligus 

mengidentifikasi tantangan serta menawarkan solusi untuk penguatan 

restitusi ke depan. 

Selain itu, penelitian ini akan menganalisis implementasi restitusi 

dalam praktik hukum, dengan fokus pada studi kasus putusan pengadilan 

yang relevan. Analisis ini akan mengungkap tantangan dan hambatan yang 

dihadapi dalam penerapan restitusi, serta mengidentifikasi praktik-praktik 

terbaik yang dapat dijadikan acuan. 

Untuk memperkaya perspektif, penelitian ini juga akan melakukan 

perbandingan hukum dengan sistem hukum negara lain yang telah memiliki 

pengaturan yang lebih maju mengenai restitusi. Perbandingan ini akan 

memberikan wawasan yang lebih luas mengenai berbagai pendekatan dan 

inovasi dalam implementasi restitusi. 

Lebih dari sekadar kajian normatif, penelitian ini juga akan mengkaji 

aspek-aspek sosiologis dan filosofis yang mendasari konsep restitusi. 

Pendekatan interdisipliner ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

lebih komprehensif mengenai peran restitusi dalam mewujudkan keadilan 

restoratif dan membangun masyarakat yang lebih berkeadilan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan 

bagi pengembangan hukum perdata Indonesia, khususnya dalam hal restitusi. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-

undang, hakim, praktisi hukum, dan akademisi dalam upaya meningkatkan 

efektivitas restitusi sebagai mekanisme pemulihan hak korban. 

 

METODE PENELITIAN 
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Metode penelitian ini adalah faktor penting dalam sebuah penulisan 

suatu karya ilmiah. Dalam penulisan penelitian ini metode yang digunakan 

untuk menganalisa terhadap asas-asas hukum yang benar, sehingga dalam 

mengambil kesimpulan nantinya dapat diperoleh suatu gambaran yang tepat. 

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 

terhadap asas-asas hukum. Untuk memperoleh informasi terhadap asas-asas 

hukum yang di ajukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (caseapproach) 

dan pendekatan sejarah (historical approach) sehingga dari ketiga 

pendekatan akan memperoleh informasi yang diinginkan. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terbagi menjadi 

tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup norma dasar seperti 

Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan putusan 

pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, hasil 

penelitian, serta rancangan peraturan perundang-undangan yang mendukung 

analisis hukum. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap 

untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus hukum dan ensiklopedia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Dalam dinamika hukum perdata kontemporer, restitusi menjelma 

sebagai pilar penting dalam mewujudkan keadilan restoratif, sebuah 

paradigma yang menekankan pada pemulihan kondisi korban dan 

rekonstruksi hubungan yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum. 

Restitusi, lebih dari sekadar penggantian kerugian materiil, merupakan upaya 

komprehensif untuk mengembalikan korban pada posisi semula, baik secara 

fisik, psikologis, maupun sosial. 

Di Indonesia, landasan hukum restitusi tersebar dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) hingga undang-undang sektoral seperti Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Namun, ketiadaan kodifikasi yang 
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komprehensif mengenai restitusi menciptakan ruang interpretasi yang 

beragam, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Rahardjo, 2009). 

Secara konseptual, restitusi mencakup unsur-unsur esensial seperti 

perbuatan melawan hukum, kerugian yang diderita korban, hubungan kausal 

antara perbuatan dan kerugian, serta kewajiban pelaku untuk memulihkan 

kerugian tersebut (Simons, 2017). Kerugian yang dapat dipulihkan melalui 

restitusi tidak hanya terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga mencakup 

kerugian immateriil seperti penderitaan psikologis dan kehilangan reputasi 

(UNODC, 2020; Dworkin, 1986). 

Ruang lingkup penerapan restitusi dalam hukum perdata Indonesia 

cukup luas, mencakup berbagai konteks seperti perbuatan melawan hukum, 

wanprestasi, dan sengketa keperdataan lainnya. Namun, dalam praktiknya, 

penerapan restitusi masih didominasi oleh kasus-kasus yang relatif sederhana, 

seperti ganti rugi materiil dalam kasus kecelakaan lalu lintas atau wanprestasi 

dalam perjanjian jual beli. 

Implementasi restitusi dalam praktik hukum Indonesia menghadapi 

berbagai tantangan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya 

pemahaman yang seragam di kalangan hakim dan praktisi hukum mengenai 

konsep dan mekanisme restitusi. Hal ini mengakibatkan disparitas dalam 

penerapan restitusi, yang tercermin dalam studi kasus putusan pengadilan. 

Selain itu, proses pembuktian kerugian, khususnya kerugian immateriil, 

seringkali menjadi hambatan tersendiri. Kesulitan dalam mengukur dan 

membuktikan kerugian immateriil, seperti penderitaan psikologis, dapat 

menghambat pemulihan hak korban secara optimal. 

Ketidakpastian dalam penentuan besaran restitusi yang adil juga 

menjadi persoalan krusial. Ketiadaan pedoman yang jelas mengenai 

penentuan besaran restitusi dapat menimbulkan ketidakadilan dan 

ketidakpastian hukum. 

Di samping itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam 

penegakan hukum turut menghambat efektivitas restitusi. Proses hukum yang 

panjang dan biaya yang tinggi dapat menjadi kendala bagi korban, terutama 

bagi mereka yang berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. 
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Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat pula praktik-

praktik terbaik yang dapat dijadikan acuan. Penggunaan ahli untuk membantu 

dalam pembuktian kerugian, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam 

penentuan besaran restitusi, dan peningkatan kerja sama antara lembaga 

penegak hukum dan lembaga perlindungan korban merupakan beberapa 

contoh praktik terbaik yang dapat meningkatkan efektivitas restitusi. 

Perbandingan hukum dengan sistem hukum negara lain yang telah 

memiliki pengaturan yang lebih maju mengenai restitusi memberikan 

wawasan berharga dalam pengembangan sistem hukum perdata di Indonesia. 

Negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Kanada, misalnya, telah 

mengintegrasikan konsep restitusi secara sistematis dalam kerangka hukum 

perdata mereka, dengan dukungan dari kodifikasi yang komprehensif, 

pedoman pelaksanaan yang rinci, serta kelembagaan yang profesional dan 

responsif terhadap kebutuhan korban (UNODC, 2020; European Union 

Agency for Fundamental Rights [FRA], 2016). Pengalaman mereka 

menunjukkan bahwa efektivitas restitusi sangat dipengaruhi oleh kejelasan 

hukum, konsistensi penerapan, serta kesiapan institusi pelaksana (Doak, 

2008; Groenhuijsen & Pemberton, 2009). 

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi diajukan untuk 

meningkatkan efektivitas restitusi dalam hukum perdata Indonesia: 

1. Kodifikasi yang Komprehensif: Diperlukan kodifikasi yang 

komprehensif mengenai restitusi, yang mencakup definisi, unsur-unsur, 

ruang lingkup, dan mekanisme penerapan restitusi. 

2. Peningkatan Kapasitas Hakim dan Praktisi Hukum: Diperlukan 

peningkatan kapasitas hakim dan praktisi hukum melalui pelatihan dan 

pendidikan yang berkelanjutan mengenai konsep dan mekanisme 

restitusi. 

3. Pengembangan Pedoman yang Jelas: Diperlukan pengembangan 

pedoman yang lebih jelas mengenai pembuktian kerugian dan penentuan 

besaran restitusi, yang dapat dijadikan acuan oleh hakim dan praktisi 

hukum. 
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4. Peningkatan Akses Korban terhadap Bantuan Hukum dan Dukungan 

Psikososial: Diperlukan peningkatan akses korban terhadap bantuan 

hukum dan dukungan psikososial, terutama bagi mereka yang berasal 

dari kelompok masyarakat yang rentan. 

 

Pembahasan Penelitian 

Restitusi, sebagai instrumen hukum yang berakar pada paradigma 

keadilan restoratif, memiliki potensi transformatif dalam sistem hukum 

perdata Indonesia. Lebih dari sekadar penggantian kerugian materiil, restitusi 

mengusung misi mulia untuk memulihkan kondisi korban secara holistik, 

mencakup dimensi psikologis, sosial, dan ekonomi. Namun, realitas 

implementasi restitusi di Indonesia masih jauh dari ideal, ditandai oleh 

berbagai tantangan konseptual dan praktis. 

Secara normatif, kerangka hukum restitusi di Indonesia terfragmentasi 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, menciptakan kompleksitas 

dalam interpretasi dan penerapan. Dispersi ini mencerminkan kebutuhan 

mendesak akan kodifikasi yang komprehensif, yang akan menyelaraskan dan 

memperkuat landasan hukum restitusi. 

Dalam tataran konseptual, restitusi mencakup beberapa elemen 

fundamental: 

1. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad): Restitusi hanya 

dapat diterapkan apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang 

menimbulkan kerugian. 

2. Kerugian yang Diderita Korban: Kerugian dapat berupa kerugian materiil 

(misalnya, kerugian finansial) atau kerugian immateriil (misalnya, 

penderitaan psikologis). 

3. Hubungan Kausalitas: Harus ada hubungan sebab-akibat yang jelas 

antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diderita korban. 

4. Kewajiban Pemulihan: Pelaku perbuatan melawan hukum memiliki 

kewajiban untuk memulihkan kerugian korban. 

Meskipun demikian, terdapat tantangan signifikan dalam mengukur dan 

membuktikan kerugian immateriil, yang seringkali bersifat subjektif dan sulit 
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dikuantifikasi. Implementasi restitusi di Indonesia menghadapi berbagai 

kendala yang menghambat efektivitasnya: 

1. Disparitas Pemahaman: Kurangnya pemahaman yang seragam di 

kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep dan mekanisme 

restitusi. 

2. Kesulitan Pembuktian Kerugian: Terutama kerugian immateriil, yang 

memerlukan pendekatan multidisipliner dan alat bukti yang canggih. 

3. Ketidakpastian Besaran Restitusi: Ketiadaan pedoman yang jelas 

mengenai penentuan besaran restitusi menimbulkan potensi 

ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. 

4. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia dan 

infrastruktur dalam sistem peradilan dapat menghambat proses restitusi. 

Namun, terdapat pula upaya-upaya progresif, seperti pemanfaatan ahli 

dalam pembuktian kerugian dan penerapan prinsip keadilan restoratif. 

Perbandingan hukum dengan yurisdiksi lain yang lebih maju memberikan 

wawasan berharga mengenai praktik terbaik dalam implementasi restitusi. 

Untuk meningkatkan efektivitas restitusi dalam hukum perdata 

Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis: 

1. Kodifikasi Komprehensif: Penyusunan undang-undang yang secara 

khusus mengatur restitusi, mencakup definisi, ruang lingkup, dan 

mekanisme penerapan. 

2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Melalui pelatihan dan 

pendidikan berkelanjutan mengenai restitusi dan keadilan restoratif. 

3. Pengembangan Pedoman Pembuktian Kerugian: Penyusunan pedoman 

yang jelas mengenai pembuktian kerugian, khususnya kerugian 

immateriil. 

4. Peningkatan Akses Korban terhadap Bantuan Hukum: Untuk 

memastikan bahwa korban memiliki akses yang memadai terhadap 

perwakilan hukum dan dukungan psikososial. 

5. Penguatan Lembaga Perlindungan Korban: Lembaga perlindungan 

korban harus diperkuat agar dapat memberikan dukungan yang lebih 

efektif kepada korban dalam proses restitusi. 
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6. Pengembangan Sistem Penilaian Kerugian Immateriil: Pengembangan 

metode dan instrumen yang lebih objektif dan terukur untuk menilai 

kerugian immateriil. 

7. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Peningkatan kesadaran masyarakat 

mengenai hak-hak korban dan mekanisme restitusi. 

Restitusi merupakan instrumen hukum yang esensial dalam 

mewujudkan keadilan restoratif dalam hukum perdata Indonesia. 

Optimalisasi restitusi memerlukan transformasi sistemik yang melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembentuk undang-undang, 

aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan komitmen 

bersama, restitusi dapat menjadi pilar utama dalam membangun sistem 

hukum yang lebih adil, berorientasi pada pemulihan korban, dan 

berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN 

Restitusi merupakan salah satu mekanisme penting dalam hukum 

perdata Indonesia yang berperan besar dalam mewujudkan keadilan 

restoratif, khususnya dalam upaya pemulihan hak-hak korban. Meskipun 

secara normatif konsep restitusi memiliki landasan yang kuat, 

implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan 

kompleks. Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah hambatan utama, seperti 

belum adanya kodifikasi hukum yang komprehensif, disparitas interpretasi di 

antara aparat penegak hukum, kesulitan dalam pembuktian kerugian yang 

dialami korban, serta ketidakpastian dalam menentukan besaran restitusi yang 

layak. Hambatan-hambatan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 

konsep ideal restitusi dan praktik penerapannya di Indonesia. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, mulai dari pembentuk undang-

undang yang harus menyusun regulasi secara sistematis dan menyeluruh, 

hingga para hakim dan praktisi hukum yang perlu meningkatkan kapasitas 

pemahaman dan penerapan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, lembaga 

penegak hukum juga harus memperkuat infrastruktur hukum dan 

meningkatkan akses korban terhadap bantuan hukum. Perbandingan dengan 
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sistem hukum di negara lain menunjukkan bahwa restitusi akan lebih efektif 

jika didukung oleh pedoman yang jelas, kodifikasi yang terstruktur, serta 

kerja sama antarlembaga yang baik. Meskipun berbagai tantangan masih 

membayangi, terdapat pula praktik-praktik terbaik yang dapat dijadikan 

acuan, seperti penggunaan ahli dalam proses pembuktian dan penerapan 

prinsip keadilan restoratif secara konsisten. Dengan implementasi yang lebih 

optimal, restitusi tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga wujud 

nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, yang pada akhirnya 

mampu mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, beradab, dan 

berkeadilan. 
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